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Abstrak 

Spoiler atau bocoran film di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau 

pemegang hak cipta masih sering ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di TikTok dan 

mengetahui upaya TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam 

memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan spoiler. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data berpedoman pada 

metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif dan analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan spoiler di TikTok yang dilakukan 

tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta melanggar hak moral dan hak 

ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Spoiler atau bocoran film di 

TikTok dilakukan dengan cara mutilasi ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta 

dan/atau pemegang hak cipta dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Spoiler atau bocoran film di TikTok yang 

dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dikategorikan 

memenuhi unsur penggandaan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf (b) dan ayat (2) UUHC. Perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara 

sistem elektronik telah memiliki kebijakan yang termuat dalam Panduan Komunitas 

dan telah memberikan ruang aduan pelanggaran hak cipta, tetapi pelaksanaan dari 

kebijakan tersebut belum sempurna karena masih ditemukan banyak pelanggaran hak 

cipta berupa tindakan spoiler film di aplikasi TikTok. 

 

Kata kunci: bocoran film, perlindungan hak cipta, TikTok, Penyelenggara Sistem 

Elektronik. 

Abstract 

Spoilers or leaks of films on TikTok that are carried out without the permission of the 

creator and/or copyright holder are still often found. This research aims to determine 

copyright protection for leaking films on TikTok and determine TikTok's efforts as an 

electronic system operator in providing copyright protection for spoilers. This 

research uses a normative juridical approach and uses secondary data consisting of 

primary and secondary legal materials. Data analysis is guided by qualitative methods 

to produce descriptive and analytical information. The research results show that 

spoilers on TikTok carried out without the permission of the creator and/or copyright 

holder violate the moral and economic rights of the creator and/or copyright holder. 



Spoilers or film leaks on TikTok are carried out by mutilating the creation without the 

permission of the creator and/or copyright holder and violates Article 5 of Law no. 28 

of 2014 concerning Copyright (UUHC). Spoilers or leaks of films on TikTok that are 

carried out without the permission of the creator and/or copyright holder are 

categorized as fulfilling the elements of duplication of works as intended in Article 9 

paragraph (1) letter (b) and paragraph (2) UUHC. The TikTok application company 

as an electronic system operator has a policy contained in the Community Guidelines 

and has provided space for complaints of copyright violations, but the 

implementation of this policy is not yet perfect because many copyright violations are 

still found in the form of film spoilers in the TikTok application. 

Keywords: film leak, copyright protection, TikTok, Electronic System Operato 

 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan teknologi pada beberapa bidang di Indonesia telah diatur 

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di 

Indonesia. Salah satu kemajuan teknologi yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat dan memiliki payung hukum adalah bidang  perfilman. Film atau 

sinematografi masuk dalam ranah hak kekakayaan intelektual  (HKI) 

khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi dan disebutkan dalam 

Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta 

(UUHC).    

Pasal 40 huruf m UUHC menyatakan bahwa karya sinematografi 

merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi film 

dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan 

skenario dan film kartun. Film sebagai salah satu bentuk dokumen elektronik 

diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Film atau karya sinematografi sebagai bagian dari HKI 

telah dilindungi oleh undang-undang, namun tindakan penyalahgunaan masih 

saja ditemukan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut berupa kesengajaan 

maupun kelalaian terhadap pemanfaatan teknologi, contohnya pada tindakan 

unggahan sebagian atau seluruh film di medial sosial.  



Tindakan unggahan sebagian film sering disebut dengan istilah spoiler 

film. Spoiler film adalah istilah yang mainstream digunakan pada situs daring 

media sosial. Spoiler secara bahasa merupakan biasan dari istilah 

mencerminkan atau memantulkan yang jika diartikan secara harfiah yaitu 

tindakan memantulkan atau mencerminkan atau mengunggah kembali apa 

saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada dunia 

maya.1 Tindakan tersebut jika dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau 

pemegang hak cipta film, dapat dikategorikan tindakan ilegal dan termasuk 

dalam kategori pembajakan. 

Spoiler film memiliki perbedaan dengan review film.2 Spoiler film 

berbeda dengan review film karena Spoiler film hanya menampilkan salah 

satu atau beberapa cuplikan atau adegan yang terdapat dalam suatu film untuk 

dijadikan konten pada aplikasi TikTok. Unggahan cuplikan film yang 

mengandung spoiler atau bocoran adegan film bukan merupakan sebuah 

pelanggaran apabila resmi dibuat dan diunggah oleh pemegang hak cipta atau 

pihak lain yang telah mendapat hak atau izin dari pemegang hak cipta. adalah 

trailer film. Trailer merupakan salah satu media iklan dari sebuah film yang 

saat ini sering kita jumpai di berbagai media digital.3 Film yang telah 

dipromosikan dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya sering 

menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

memanfaatkan popularitas film guna mencari keuntungan pribadi.4 

                                                           
1 Faradila Harahap, 2019, Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atasa 

Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Soisial. Medan: Fakultas Hukum UMSU, hlm.3-4 
2 Ikhwan Hastanto, 22 Oktober 2021, Ngobrol Bareng Pembuat Rangkuman Cerita Film di YouTube 
yang Laris tapi Problematis, dalam https://www.vice.com/id/article/y3vm5y/maraknya-konten-
rangkuman-cerita-film-di-youtube-yang-menghasilkan-belasan-juta-rupiah, diunduh pada 18 
Desember 2022. 
3 Siti Muflihah, 2017, Pengaruh Trailer Film Terhadap Minat Menonton (Analisis Regresi Linier 

Sederhana pada Pengunjung Balai Layanan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

DIY) Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan 

Humaniora, hlm.1. 
4 Daniel Andre Stefano dkk, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran 

Hak Cipta Yanng Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut 

https://www.vice.com/id/article/y3vm5y/maraknya-konten-rangkuman-cerita-film-di-youtube-yang-menghasilkan-belasan-juta-rupiah
https://www.vice.com/id/article/y3vm5y/maraknya-konten-rangkuman-cerita-film-di-youtube-yang-menghasilkan-belasan-juta-rupiah


Tindakan spoiler film di TikTok merupakan bentuk pembajakan atau 

pengedaran ciptaan tanpa izin dan masih banyak terjadi. Para pencipta 

dan/atau pemegang hak cipta film telah mengutarakan keresahan mereka, 

salah satunya Ernest Prakasa yang pernah menyampaikan kekesalannya 

melalui cuitannya di Twitter. Tindakan bocoran film dilakukan dengan cara 

merekam potongan adegan film yang sedang diputar dalam bioskop kemudian 

mempublikasikannya ke media sosial.5 Tindakan ini diperparah dengan tidak 

adanya izin dari pemegang hak cipta yang diperoleh pengunggah bocoran 

film.  Tujuan dari tindakan itu adalah untuk kepentingan pribadi atau 

komersil. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan kehilangan sebagian 

keuntungan dari penayangan filmnya di bioskop atau platform streaming lain 

karena tindakan spoiler film. 

Peneliti menentukan dua rumusan masalah sesuai dengan latar 

belakang yang telah diuraikan, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak 

cipta atas tindakan bocoran film di aplikasi TikTok dan bagaimana upaya 

Perusahaan pemilik TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam 

memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di aplikasinya. 

Penelitian ini memiliki tujuan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta 

melalui unggahan bocoran film di aplikasi TikTok. Dan mengetahui upaya 

TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan 

perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film. Tujuan penilitan secara 

obyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan 

skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang 

ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis peroleh 

                                                                                                                                                                      
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, Diponegoro Law Journal: Volume 5 

Nomor 3 Tahun 2016, hlm.2. 
5 Nur Khaliq Khussamad Noor, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang 

Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin”, Riau Law Journal: Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019, 

hlm.127. 



selama berada di bangku kuliah, dan mengembangkan dan memperluas aspek 

hukum dalam teori maupun praktek. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan kata lain sering disebut 

sebagai penelitian hukum kepustakaan.6 Penulis menggunakan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer 

berupa undang-undang, yaitu yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara 

Sistem Elektronik Lingkup Privat. Analisis data berpedoman pada metode 

kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif dan analitis.7 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tindakan Bocoran Film di 

Aplikasi Tiktok 

HKI merupakan hak eksklusif yang dilindungi negara karena 

merupakan hasil kreatifitas dan intelektualisasi manusia sebagai pencipta. 

Jenis konten yang ada pada TikTok beragam, seperti video, musik, dan 

aplikasi komputer. Konten tersebut dapat dikategorikan sebagai hak cipta 

                                                           
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,hlm.13. 
7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm.183. 



sebagai bagian dari seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dilindungi.8 

Pelanggaran HKI terutama hak cipta yang dilakukan oleh para pengguna 

di platform TikTok masih ditemukan, contohnya pada tindakan unggahan 

sebagian atau seluruh film.9 Tindakan unggahan sebagian film populer 

disebut dengan istilah spoiler film.10 

Pasal  i4  iUUHC  imenyebutkan  ibahwa  ihak  icipta  iterdiri  idari  ihak  ieksklusif,  

iyaitu  ihak  imoral  idan  ihak  iekonomi.  iPasal  i5 iayat  i(1) iUUHC  imenentukan  

ibahwa  ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta  imemiliki  ihak  ipenuh  iterhadap  

iciptaannya.  iHak  iyang  idimaksud  iterkait  idengan  ipencantuman  inama,  ibaik  

inama  iasli  imaupun  isamaran,  ipengubahan  iciptaan  idan  ijudul  iciptaan,  iserta 

imempertahankan  ikeutuhan  iciptaan.  iPencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta 

ijuga  iberhak  imempertahankan  iciptaannya  iatas  itindakan  imodifikasi,  

idistorsi,  imutilasi  iterhadap  iciptaannya  iyang  idilakukan  ioleh  iorang  ilain  iyang  

itidak  iberhak.11 

Pasal  i8  iUUHC  imenyatakan  ibahwa  ihak  iekonomi  imerupakan  ihak  icipta 

iuntuk  imendapatkan  imanfaat  iekonomi  iatas  iciptaan.  iPasal  i9  iayat  i(1)  iUUHC  

imenyebutkan  ibahwa  ipencipta  iatau  ipemegang  ihak  icipta  imemiliki  ihak  

iekonomi  iuntuk  imelakukan  ipenerbitan  iciptaan,  ipenggandaan  iciptaan  

idalam  isegala  ibentuknya,  ipenerjemahan  iciptaan,  ipengadaptasian,  

ipengaransemenan,  iatau  ipentransformasian  iciptaan,  ipendistribusian  

iciptaan  iatau  isalinannya,  ipertunjukan  iciptaan,  ipengumuman  iciptaan,  

ikomunikasi  iciptaan;  idan  ipenyewaan  iciptaan.  iPasal  i9  iayat  i(2)  iUUHC  

imenyebutkan  ibahwa  isetiap  iorang  iyang  imelaksanakan  ihak  iekonomi  

isebagaimana  idimaksud  ipada  iayat  i(1) iwajib  imendapatkan  iizin  ipencipta  iatau  

ipemegang  ihak  icipta.  iPasal  i9  iayat  i(3)  iUUHC  imengatur  ibahwa  isetiap  iorang 

                                                           
8 Velantin Valiant, 2018, Pengelolaan Konten TikTok sebagai Media Informasi, Fikom UPI Y.A.I, 

hlm. 2. 
9 Salsabila, F. M., Mayana, R. F., dan Rafianti, L, “Copyright Commercialization of Songs Uploaded 

in TikTok Application Without the Creator’s Permission”, Jurnal Sains Sosio Humaniora,Volume 5 

Nomor 1 (2021), hlm.213-224. 
10

 iOp. iCit., iFaradila iHarahap, ihlm.3. 
11

 iOp. iCit., iFaradila iHarahap, ihlm. i13. 



iyang  itanpa  iizin  idari  ipencipta  iatau  ipemegang  ihak  icipta  idilarang  imelakukan  

ipenggandaan  idan ipenggunaan  isecara  ikomersial. 

Spoiler  idapat  idikategorikan  isebagai  ipelanggaran  idalam  ihal  imutilasi  

idan  ipenggandaan  iciptaan  itanpa  iizin  ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta.  

iTindakan  itersebut  idilakukan  idengan  itujuan  iatau  iuntuk  ikepentingan  

ikomersial.  iMerekam  icuplikan  iadegan  ifilm  idi  ibioskop  ilalu  imengunggahnya  

idi  iakun  imedia  isosial  idapat  idikategorikan  imelanggar  ihak  iekonomi  ipemilik  

iatau  ipemegang  ihak  icipta  iyang  imemiliki  ihak  ieksklusif  iuntuk  

imengeksploitasi  ihak-hak  iekonomi  iyang  iterkandung  idalam  isuatu  ihak  

icipta.12
 iDampak  inegatif  idari  ipembajakan  ifilm  iadalah  ikerugian  iterkait  ihak  

imoral  imaupun  ihak  iekonomi.13 

 

3.2.  iPerusahaan  iAplikasi  iTiktok  iSebagai  iPenyelenggara  iSistem 

iElektronik  idalam  iMemberikan  iPerlindungan  iHak  iCipta  iatas  

iTindakan  iBocoran  iFilm 

Pasal  i25  iUndang-Undang  iNomor  i19  iTahun  i2016  iperubahan  iatas  

iUndang-Undang  iNomor  i11  iTahun  i2008  itentang  iInformasi  idan  

iTransaksi  iElektronik  i(UU  iITE)  imenyebutkan  ibahwa  iinformasi  

ielektronik  iatau  idokumen  ielektronik  iyang  idisusun  imenjadi  ikarya  

iintelektual  iyang  iada  idi  idalamnya  idilindungi  isebagai  ihak  ikekayaan  

iintelektual  i(HKI)  iberdasarkan  iketentuan  iperaturan  iperundang-

undangan.  iPasal  i32  iayat  i(1)  iUU  iITE  imenyebutkan  imengenai  ihal  iyang  

idilarang  idilakukan  iterhadap  iinformasi  ielektronik  iatau  idokumen  

ielektronik.  iPasal  i32  iayat  i(1)  iUU  iITE  iberkaitan  idengan  itindakan  

imemotong  ifilm  iyang  iakan  idiunggah  ike  iaplikasi  iTikTok  imenjadi  

icuplikan  iatau  ibagian-bagian.  iSpoiler  ifilm  imengubah  ibentuk  ifilm  iyang  

iawalnya  iberdurasi  ipanjang  imenjadi  ibeberapa  icuplikan  iberdurasi  

                                                           
12

 iBandingkan, iIbid, ihlm. i59. 
13

 iKausalya iAyu idan iSri iIndrawati, i“Perlindungan iHukum iBagi iPemegang iHak iCipta iSinematografi 

iTerhadap iPembajakan iFilm idi iAplikasi iTikTok”, iJurnal iKertha iDesa, iVolume i9 iNomor i6, ihlm. i34-43. 



ipendek.  iPasal  i32  iayat  i(2)  iUU iITE  imenyatakan  ibahwa  isetiap  iorang  

idilarang  idengan  isengaja  idan  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  idengan  

icara  iapapun  imemindahkan  iatau  imentransfer  iinformasi  ielektronik  iatau  

idokumen  ielektronik  ikepada  isistem  ielektronik  iorang  ilain  iyang  itidak  

iberhak.  iPasal  i32  iayat  i(2)  imengacu  ipada  itindakan  ispoiler  ifilm  itanpa  iizin  

ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta  idan  idiunggah  ipada  iaplikasi  

iTikTok  imerupakan  ibentuk  ipemindahan  iatau  ipentransferan  iyang  

idilarang. 

Pasal  i1  iAyat  i(6)  iPermen  iPSE  iLingkup  iPrivat  imenjelaskan  ibahwa 

ipenyelenggara  isistem  ielektronik  ilingkup  iprivat  iyang  iselanjutnya  

idisebut  iPSE  ilingkup  iprivat  iadalah  ipenyelenggaraan  isistem  ielektronik  

ioleh  iorang,  ibadan  iusaha,  idan  imasyarakat.  iPerusahaan  iaplikasi  iTikTok  

imerupakan  ipenyelenggara  isistem  ielektronik  ilingkup  iprivat  iyang  

ipenggunaannya  idiatur  idalam  iperaturan  iperundang-undangan.  i 

Pasal  i10  iPermen  iPSE  ilingkup  iprivat  imenyebutkan  ibahwa  ipse 

ilingkup  iprivat  iUGC  iwajib  imemiliki  itata  ikelola  imengenai  iinformasi  

ielektronik  idan/atau  idokumen  ielektronik  idan  imenyediakan  isarana  

ipelaporan.  iSarana  ipelaporan  iharus  idapat  idiakses  ioleh  ipublik  idan  

idigunakan  iuntuk  ipenyampaian  iaduan  idan/atau  idokumen  ielektronik  

iyang  idilarang  iyang  itermuat  ipada isistem  ielektronik  iyang  idikelolanya.  

iPenyelenggara  isistem  ielektronik  ijuga  idiatur  idalam  iPeraturan  

iPemerintah  iNo.  i71  iTahun  i2019  iTentang  iPenyelenggara  iSistem  idan  

iTransaksi  iElektronik  i(PP  iPSE).  iPasal  i3  iPP  iPSE imenyatakan  ibahwa 

isetiap  ipenyelenggara  isistem  ielektronik  iharus  imenyelenggarakan  

isistem  ielektronik  isecara  iandal  idan  iaman  iserta ibertanggung  ijawab  

iterhadap  iberoperasinya  isistem  ielektronik  isebagaimana  imestinya.  

iPenyelenggara  isistem  ielektronik  ibertanggung  ijawab  iterhadap  

ipenyelenggaraan  isistem  ielektroniknya,  itetapi  itidak  iberlaku  iapabila  

idapat  idibuktikan  iterjadinya  ikeadaan  imemaksa,  ikesalahan,  idan/atau  



ikelalaian  ipihak  ipengguna  isistem  ielektronik.  iPSE  ilingkup  iprivat  iyang  

itidak  imelakukan  ikewajiban  iseperti  iyang  itelah  idisebutkan  ipada  ipasal  i2 

iPP  iPSE  iakan  idiputus  iakses  iterhadap  isistem  ielektroniknya  i(access  

iblocking)  isesuai  idengan  iketentuan  idalam  iperaturan  imenteri. 

Pasal  i5  iayat  i(1)  iPP  iPSE  imengatur  ibahwa  ipenyelenggara  isistem  

ielektronik  iwajib  imemastikan  isistem  ielektroniknya  itidak  imemuat  

iinformasi  ielektronik  idan/atau  idokumen  ielektronik  iyang  idilarang 

isesuai  idengan  iketentuan  iperundang-undangan.  iPasal  i5  iayat  i(2)  iPP  iPSE  

imenyatakan  ibahwa  ipenyelenggara  isistem  ielektronik  iwajib  

imemastikan  isistem  ielektroniknya  itidak  imenfasilitasi  ipenyebarluasan  

iinformasi  ielektronik  idan/atau  idokumen  ielektronik  iyang  idilarang 

isesuai  idengan  iketentuan  iperundang-undangan. 

Aplikasi  iTikTok  isendiri  itelah  imemiliki  iTerm  iand  iService  iatau  

isyarat  ipenggunaan  iaplikasi  iyang  iberhubungan  idengan  ipengunggahan  

ivideo  idi  idalam  iaplikasi  iTikTok.  iTikTok  idapat  imemotong,  

imenghilangkan,  imenyunting  iatau  imenolak  iuntuk  imempublikasikan  

isuatu  ikonten  ikarena  idianggap  imelanggar  ihak  icipta.  iTikTok  idapat  

imemberhentikan  ipengguna  iakun  iapabila  iditemukan  ibeberapa  

ipelanggaran  iyang  iserupa  idan  ipihak  iTikTok  idapat  imengungkap  

iidentitas  ipelaku  iyang  imelanggar  iketentuan  ihak  ikekayaan  iintelektual.  

iTikTok  ijuga  idapat  imelakukan  itindakan  ipenghapusan  iakun  iatau  

ipenonaktifan  iakun  iapabila  iditemukan  ipelanggaran  ihak  ikekayaan  

iintelektual.  iAplikasi  iTikTok  idapat  imelakukan  itake  idown  iapabila  

iterdapat  isuatu  ikonten  ivideo  iyang  imelanggar  ihak  icipta  idengan  icara 

imembuat  ilaporan.14 

Kebijakan  iyang  idimiliki  ioleh  iTikTok  imenyebutkan  ibahwa  ipihak  

iTikTok  itidak  ibertanggung  ijawab  idengan  ikonten  iyang  idiunggah  ioleh  
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ipengguna.  iPengguna  isendiri  iyang  iharus  ibertanggung  ijawab.15
 

iKomplain  iatau  ilaporan  ipelanggaran  iberguna  iagar  iTikTok  imengetahui  

iadanya  ilaporan  iatau  itidak,  ibarulah  ipihak  iTikTok  imelakukan  

iinvestigasi.16
 iPelanggaran  ispoiler  ifilm  iini  idi  iTikTok  ibisa  idilakukan  

idengan  ibebas  iselama  ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta  itidak  

imengetahuinya.  iPelaku  ipelanggaran  ihak  icipta  iakan  iterus  imendapatkan  

ikeuntungan  idan  iTikTok  itidak  iakan  imelakukan  itindakan  iapapun  ikarena  

itidak  iada ilaporan  idari  ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta  iyang  

ihaknya  idilanggar.  iSistem  ipenyaringan  ikonten  idan  ikebijakan  iTikTok  

iyang  ibelum  isempurna,  iserta  ikurangnya  ikesadaran  imasyarakat  

imembuat  ipembajakan  isemakin  ibanyak  iditemukan  idi  iaplikasi  iTikTok. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  ianalisis  idan  ipembahasan  iyang  itelah  idiuraikan,  imaka 

idapat  iditarik  ikesimpulan  isebagai  iberikut: 

1. Karya  isinematografi  iatau  ifilm  imerupakan  idokumen  ielektronik  iyang  

idilindungi  iUndang-Undang  iNo.  i28  iTahun  i2014  iTentang  iHak  iCipta 

i(UUHC).  iPencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta  ifilm  imemiliki  ihak  

ieksklusif  iyang  iterdiri  idari  ihak  imoral  iyang  idisebutkan  idalam  iPasal  i5 

iUUHC  idan  ihak  iekonomi  iyang  idisebutkan  idalam  iPasal  i9  iUUHC.  

iTindakan  ispoiler  ifilm  iatau  ibocoran  ifilm  iyang  idilakukan  idengan  

imengunggah  icuplikan  ifilm  idi  iTikTok  itanpa  iizin  idari  ipencipta  idan/atau  

ipemegang  ihak  icipta  imerupakan  ipelanggaran  ihak  icipta.  iSpoiler  iatau  

ibocoran  ifilm  idi  iTikTok  idilakukan  idengan  icara  imutilasi  iciptaan  iyang  

idilakukan  itanpa  iseizin  ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta  idan  
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imelanggar  iPasal  i5  iUndang-Undang  iUUHC.  iSpoiler  iatau  ibocoran  ifilm  

idi  iTikTok  iyang  idilakukan  itanpa  iseizin  ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  

icipta  idikategorikan  imemenuhi  iunsur  ipenggandaan  iciptaan  

isebagaimana  idimaksud  idalam  iPasal  i9  iayat  i(1)  ihuruf  i(b)  idan  iayat  i(2) 

iUUHC. 

2. Kebijakan  iterkait  ipenyelenggara  isistem  ielektronik  ilingkup  iprivat  itelah  

itercantum  idalam  iPeraturan  iPemerintah  iNomor  i71  iTahun  i2019  iTentang 

iPenyelenggara  iSistem  idan  iTransaksi  iElektronik  i(PP  iPSE)  idan  

iPeraturan  iMenteri  iNomor  i5  iTahun  i2020  iTentang  iPenyelenggara  

iSistem  iElektronik  iLingkup  iPrivat  i(Permen  iPSE  ilingkup  iprivat).  

iPerusahaan  iaplikasi  iTikTok  isebagai  ipihak  iyang  imengelola  iaplikasi  

iTikTok  iadalah  ipenyelenggara  isistem  ielektronik  ilingkup  iprivat,  isesuai  

idengan  ipernyataan  ipada iPasal  i1  iayat  i(5)  iPermen  iPSE  ilingkup  iprivat.  

iPasal  i5  iPP  iPSE  imengatur  ibahwa  ipenyelenggara  isistem  ielektronik  iwajib  

imemastikan  isistem  ielektroniknya  itidak  imemuat  iatau  imenfasilitasi  

ipenyebaran  iinformasi  ielektronik  idan/atau  idokumen  ielektronik  iyang  

idilarang.  iPasal  i10  iPermen  iPSE  ilingkup  iprivat  imenyebutkan  ibahwa iPSE  

ilingkup  iprivat  iUGC  iwajib  imemiliki  itata  ikelola  imengenai  iinformasi  

ielektronik  idan/atau  idokumen  ielektronik  idan  imenyediakan  isarana  

ipelaporan.  iTiktok  imemiliki  itanggung  ijawab  iatas  isemua  ikegiatan  idan  

ikonten  iyang  iada  idi  idalam  isistemnya,  itermasuk  imengenai  ipelanggaran  

ihak  icipta iberupa  itindakan  ispoiler  ifilm.  iTikTok  itelah  imemiliki  

ikebijakan  isendiri  iyang  itermuat  idalam  iPanduan  iKomunitas  idan  itelah  

imemberikan  iruang  iaduan  ipelanggaran.  iPelaksanaan  idari  ikebijakan  

itersebut  idirasa  ibelum  isempurna  ikarena  imasih  iditemukan  ipelanggaran  

ihak  icipta iberupa  itindakan  ispoiler  ifilm  idi  iaplikasi  itersebut. 

4.2.  iSaran 

1. Saran  ikepada  iTikTok  isebagai  iPenyelenggara  iSistem  iElektronik  

iseharusnya  imemiliki  imekanisme  iyang  ibaik  idalam  iperlindungan  ihak  



icipta.  iTikTok  iharus  imeningkatkan  isistem  iperlindungan  ihak  icipta 

iterutama  ipada  iranah  ifilm  idengan  imemperbaiki  isistem  ipenyaringan  

ikonten,  isehingga  ihak  icipta  ifilm  ibisa iterlindungi  itanpa  iharus  

imenunggu  ilaporan  idari  ipencipta  idan/atau  ipemegang  ihak  icipta  iyang  

imenggunakan  iTikTok. 

2. Saran  ikepada  iDirjen  iHKI idan  iKemenkominfo  iserta ipihak  iTikTok  iagar 

imelakukan  ikoordinasi  ilebih  ilanjut  iterkait  iperlindungan  ihak  icipta  ifilm  

idi  iTikTok. 
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